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Pokok masalah dalam penelitian adalah tindakan murtahin yang 
memanfaatkan barang gadai dan memperoleh keuntungan atau nilai tambah atas 
pemanfaatan barang gadai terhadap nominal uang yang dipijamkan kepada rahin, 
berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka  memunculkan sebuah pertanyaan 
Apakah tindakan murtahin dalam memanfaatkan barang gadai di Kecamatan Karossa  
Kabupaten Mamuju Tengah dibolehkan menurut hukum ekonomi Islam? 
Jenis penelitian tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
penelitian pendekatan studi kasus dan Syar’i Normatif. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Pengolahan dan analisis data 
dengan cara: Reduksi data, Penyajian Data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan Pemanfaatan barang gadai 
oleh murtahin dalam segi hak pengelolaan yang sepenuhnya merupakan hak murtahin 
adalah hukumnya dibolehkan karena barang yang dijadikan sebagai barang gadai 
adalah kebun kelapa sawit yang merupakan barang yang memerlukan perawatan dan 
pemeliharaan. Pemanfaatan barang gadai yang mendatangkan keuntungan atau nilai 
tambah kepada murtahin adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk 
riba dan mendzalimi rahin. 
 







A. Latar Belakang 
Kegiatan ekonomi merupakan kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, dengan kegiatan itu ia dapat memperoleh rezki dan dengan rezki itu 
digunakan untuk melangsungkan hidupnya. Bagi umat Islam al-Qur’an adalah 
petunjuk untuk memenuhi yang berkebenaran absolut, sunnah rasullah berfungsi 
menjelaskan kandungan al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis 
merangsang manusia untuk rajin dan giat berkerja, maka kegiatan ekonomi termasuk 
di dalamnya, tapi tidak semua kegiatan ekonomi di benarkan oleh al-Qur’an dan al-
Hadis. Apabila semua kegiatan itupunya watak yang merugikan banyak orang dan 
menguntungkan sebahagian kecil orang seperti monopoli dagang, calo, penjudi, dan 
riba pasti akan di tolak oleh Islam.1 
Melihat kondisi perekonomian yang terjadi sekarang yang tidak menentu, 
maka sebagian banyak orang berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian 
rumah tangga mereka. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaaan-
perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan 
yang bersifat ekonomi. Persoalan ekonomi yang membelit dalam masyarakat adalah        
Kemiskinan yang seakan menjadi lingkaran setan dan tingkat pengangguran yang 
tinggi. 
 
1M. Zuhri, Riba Dalam al- Qur’an dan Masalah Perbankan (Cet. II; Jakarta: P.T Raja Grafindo 





Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan 
kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai 
suatu fenomena social tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang 
berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai kemapanan di 
bidang pembangunan ekonomi.2 
Adapun pada umumnya masyarakat selalu ingin mendapatkan penghidupan 
layak setiap harinya, sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka setiap kebutuhan 
keluarga dapat dipenuhi.Banyak pekerjaan yang yang sering dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup seperti: bertani, berdagang, dan lain sebagainya. 
Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat sering merasa tidak cukup 
dengan pendapatan yang diterimanya dari hasil kerja mereka. Hal inilah yang 
membuat naluri manusia untuk mencari pinjaman kepada pihak-pihak yang 
diyakininya dapat memberikannya. 
Pemberian pinjaman itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong 
orang yang  sedang dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai uang dalam keadaan 
kontan.3 Namun untuk ketenangan hati dan untuk menjaga kepentingan kreditur, 
jangan sampai ia dirugikan dalam hal memberikan pinjaman, Pihak pemberi pinjaman 
tidak secara serta merta langsung memberikanuang pinjaman kepada pihakpeminjam 
juga boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya.Sehingga 
apabila rahin itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah 
 
2Gusfahmi, Pajak Menurut Syari’ah (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.  9. 
3Amir Syarifuddin, Garis-GarisBesarFiqih, Edisi I (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 





ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh murtahin. Sebagaimana firman 
Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2): 283 sebagai berikut: 
                               
                                    
            
Terjemahnya: 
 Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, hendaklah yang dipercayai 
dapat menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, 
hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.4 
Berdasarkan ayat ini, para ulama fiqih sepakat bahwa menangguhkan suatu benda 
sebagai jaminanatas utang itu diperbolehkan. Sebab hal ini bersifat jaminan saja dan 
terjadi jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai, firman Allah farihanu 
maqbudhoh pada ayat tadi merupakan sebuah anjuran baik kepada orang yang 
beriman.5 
Konsep jaminan tersebut dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah rahn 
atau gadai,6gadai (rahn) secara bahasa adalah “ats-tsubut wa ad-dawam” yang berarti 
tetap dan kekal, seperti kalimat maun rahin yang berarti air yang tenang. 
 
4Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur,an dan Terjemahannya (Surabaya: Duta 
Ilmu, 2002) h. 61. 
5Abdur Rahman Gazali, DKK, Fiqih  Muamalah(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 
266. 





Pengertiantetapdankekaldimaksud, merupakanmakna yang tercakupdalam kataal-
hasbu yang berarti penahanan.7 Secara garis besar pengertian gadai menurut bahasa 
adalah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.8 Secara 
istilah, rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk 
dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta 
dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat 
dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.9 
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa rahn atau gadai 
adalah jaminan atau penahanan suatu harta atau barang atas utang piutang sehingga 
jika utang dapat dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang 
punyaAdapun dalam masalah gadai (rahn), Islam mengaturnya seperti yang telah 
diungkapkan oleh beberapa ulama fiqih dapat dijumpai dalam beberapa kitab-kitab 
fiqih, baik mengenai rukun gadai yang diantaranya rahin (orang yang menggadaikan 
barang), murtahin (orang yang menerima gadai), marhun (barang yang digadaikan), 
dan marhun bih (utang). Maupun syarat, dasar hukum dan pemanfaatan barang gadai 
yang pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang 
maupun oleh penerima gadai, kecuali mendapatkan izin dari masing-masing pihak 
yang bersangkutan. 
 
7Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalat (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 
2011), h. 157. 
8Zainuddin Ali, Hukum GadaiSyari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1 
9YazidAfandi,Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah 





Ulama fiqih sepakat apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, 
seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yag diberikan, tetapi 
cukup sertifikat tanah atau surat-surat tanah yang dipegang oleh murtahin.Namun, 
dalam pelaksanaannya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjadinya 
penyimpangan dalam pemanfaatan barang jaminan (gadai) dari aturan yang telah 
ada.Pada penelitian ini barang yang digadaikan (yang dijaminkan) berupa tanah 
(kebun kelapa sawit) dalam praktiknya yang terjadi dilokasi bahwa barang gadai 
tersebut dimanfaatkan (hasil panen dikuasai) oleh murtahin. Hasil kebun kelapa sawit 
yang merupakan sumber pendapatan pokok pihak keluarga rahin digunakan sebagai 
barang jaminan yang masih dalam proses penggadaian ini memberikan dampak 
kepada rahin  
Dampak yang dirasakan oleh rahin ada yang bersifat positif dan negatif, yang 
bersifat positif yakni rahin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari murtahin 
untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi. Adapun dampak negatif yang 
didapatkan adalah rahin kehilangan pendapatannya karena ia tidak mendapatkan lagi 
hasil dari panenan lahan kelapa sawit miliknya dan akan mempersulit rahin dalam 
membayarkan utangnya. 
Ulama Syafi’yah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperboleh 





yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang 
menggadaikan.10 
Adapun dampak yang dirasakan oleh murtahin adalah ia memperoleh hasil 
dari panenan lahan kelapa sawit milik murtahin selama akad gadai masih 
berlangsung. Jadi, ketika masa pengembalian utang rahin membayar sesuai dengan 
jumlah yang pertama kali ia pinjam kepada pihak murtahin tanpa dikurangi dengan 
hasil panenan yang diterima oleh murtahin dari lahan kebun kelapa sawit milik rahin. 
Hal ini membuat murtahin mendapatkan suatu keuntungan pengembalian uang yang 
sama dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada rahin dan ditambah dengan 
jumlah uang yang didapatkan dari hasil panen lahan kelapa sawit selama masa 
penahanan barang dan bisa saja keuntungan yang didapatkan oleh pihak murtahin 
dianggap sebagai nilai tambah. Setiap keuntungan atau tambahan dalam utang 
piutang adalah riba, sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan: 
َابِر َوُهَف ًاعَْفن َّرَج ِضَْرق ُّلُك 
Artinya: 
Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat kepada kreditor itu 
termasuk riba.11 
Ulama Hanbaliyah berpendapat apabila barang yang digadaikan merupakan 
barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan maka penerima gadai tidak boleh 
memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan karena barang gadaian dan 
 
10Abdul Rahman Gazali. DKK, Fiqih Muamalah, h.201. 






apa yang dihasilkan milik pihak yang menggadaikan.12 Apabila barang yang gadaian 
membutuhkan perawatan dan pemeliharaan seperti binatang ternak, maka pihak 
penerima gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya 
sekedar mengganti pemeliharaannya meskipun tidak diizin penggadai.13 Adapun, 
menurut Ulama Malikiyah pihak murtahin (penerima gadai) boleh memanfaatkan 
barang gadaian jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad.14 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk 
melakukan sebuah penelitian dengan judul Pemanfaatan Barang gadai Oleh 
Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah tindakan murtahin yang 
memanfaatkan barang gadai dan memperoleh keuntungan atau nilai tambah atas 
pemanfaatan barang gadai terhadap nominal uang yang dipijamkan kepada rahin. 
Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi 
kasus dan syar’i normatif  dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan 
wawancara.   
 
12Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer(Cet. I; Jakarta: Rajawali Perss, 2016) h. 201. 
13Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.160. 





2. Deskripsi Fokus 
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tindakan murtahin yang 
memanfaatkan barang gadai dan memperoleh keuntungan atau nilai tambah atas 
pemanfaatan barang gadai terhadap nominal uang yang dipijnamkan kepada rahin.  
Adapun gambaran praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Karossa 
Kabupaten Mamuju Tengah yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat ini 
dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan masyarakat yang sangat medesak 
dan memerlukan dana secepatnya, sedangkan satu-satunya barang yang dimiliki dan 
memiliki nilai ekonomis yang dapat dikatakan lumayan tinggi adalah dengan 
menggadaikan kebun sawit mereka. Sedangkan proses gadai kebun kelapa sawit 
sangat sederhana dengan datangnya si A yang akan menggadaikan kebun kelapa 
sawitnya kepada si B seseorang yang   akan memberikan pinjaman. 
Masyarakat di Kecamatan Karossa biasanya meggadaikan kebun kelapa 
sawitnya kepada kerabatnya ataupun kepada tetangganya sendiri dengan waktu 
pengembalian yang ditentukan. Selama rahin belum dapat mengembalikan uang 
pinjaman, maka selama itu pula murtahin berhak atas penggarapan kebun kelapa 
sawit tersebut, yang pada kenyataannya kelapa sawit dipanen 3 kali dalam satu bulan 
dan apabila hal ini berlangsung selama setahun waktu perjanjian gadai, maka pihak 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis 
dapat merumuskan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Apakah 
tindakan murtahin dalam memanfaatkan barang gadai di Kecamatan Karossa  
Kabupaten Mamuju Tengah dibolehkan menurut hukum ekonomi Islam? 
D. Penelitian Terdahulu 
Data atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 
berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dan dapat 
dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung menurut peneliti perlu 
dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan 
permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. 
1. Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai 
Sawah (Study Kasus di Dusun Cipuan Desa Sindang Jaya Kabupaten 
Pangandaran Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini dilakukan oleh Zia Ulhaq 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam 
2014.15 Penelitian ini menjelaskan tentang akad dan pemanfaatan barang 
gadai berupa tanah sawah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 
pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah dan 
pemanfaatan terhadap jaminan gadai berupa tanah sawah yang ada di Dusun  
 
15Zia Ulhaq, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun 
Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat),  (Surakarta: Universitas 





Cirapuan Desa Sindang Jaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten 
Pangandaran? 
Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interview ataupun 
wawancara dengan masyarakat secara langsung. Sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan secara normatif, yaitu dengan mengkaji data 
yang ada di masyarakat di Dusun Cirapuan untuk kemudian dianalisis 
berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum islam. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam transaksi gadai 
tanah sawah yang berlangsung di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kec. 
Mangunjaya Kab. Pangandaran secara keseluruhan belum sesuai dengan 
norma-norma syari’ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada 
pengambilan manfaat barang gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai 
selaku pihak yang memiliki tanah tersebut. 
2. Penelitian kedua dengan judul “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam 
Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi mahasiswa 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultaas Syari’ah 2004.16 Penelitian ini 
menjelaskan tentang maslahah dan mufdasah pemanfaatan tanah sebagai 
barang gadaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik gadai tanah serta 
 
16Supriadi, Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam, 





pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis Kecamatan Watang Sidenreng, 
Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan? 
Data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya 
menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum 
yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah sesuai dengan maslahah 
dan mafsadahnya di masyarakat Bugis dan kemudian bisa dihasilkan 
kesimpulannya. 
Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum islam 
terhadap praktik gadai tanah dan pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di 
Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah 
sebagai berikut: 
Segirukun dan syarat praktik gadai yang terjadi telah sesuai atau betul, 
tetapi dari pemanfaatannya barang gadai tidak dibenarkandalam hukum Islam, 
karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan 
hukum islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena 
itu dilarang untuk dilakukan. 
Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis ditinjau 
dari segi maslahah dan mufdasahnya ternyata terdapat mafsadah atau 
mudhratnya bagi rahin walaupun rahin sudah merelakannya dan murtahin 
tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. 





tanah gadai oleh murtahin secara penuh seperti yang terjadi di dalam 
masyarakat Bugis tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolelir. 
3. Penelitian ketiga dengan judul Suatu Tinjauan Islam: Praktik “Boroh” 
(Penggadaian) (Mengatasi Masalah dengan Masalah), oleh Andi Irfan 
mahasiswa UIN SUSKA Riau Fakultas Ekonomika dan Ilmu Sosial.17 
Penelitian ini berbentuk jurnal, penelitian ini bertujuan untuk menjawab 
pertanyaan apakah praktik “Boroh” (penggadaian) yang terjadi di masyarakat 
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Syari’at Islam? 
Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara 
langsung dengan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Tehnik yang 
pertama kali digunakan adalah wawancara tidak terstruktur kemudian juga 
melakukan pengamatan. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa gadai yang dilakukan oleh 
masyarakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan masyarakat merasa 
bahwa praktik tidak terlalu penting sesuai dengan syariah. Dalam hal 
pemanfaatan barang gadai murtahin memanfaatkannya dan tidak melakukan 
pemeliharaan terhadap barang gadai (marhun), ketika rahin tidak dapat 
melunasi utangnya kepada murtahin maka marhun akan menjadi milik 
murtahin dan tidak adanya proses lelang yang sesuai syariah terhadap marhun 
tersebut. 
 
17Andi Irfan, Suatu Tinjauan Islam: Praktik “Boroh” (Penggadaian) (Mengatasi Masalah 





4. Penelitian keempat dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik 
Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara 
Kabupaten Tegal). Penelitian dilakukan oleh Muhammad Jamroni mahasiswa 
IAIN Walisongo Semarang, 2010.18 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan penelitian dilapangan dan analisis data yang digunakan oleh 
peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh 
masyarakat desa banjaran jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad tidak 
sah. Terjadi kecacatan dalam akad, yaitu adanya syarat yang berkaitan dengan 
pemanfaatan barang gadai yang secara keseluruhan berpindah ketangan 
murtahin. Ulama setempat juga berbeda pendapat menanggapi masalah 
pemanfaatan marhun tersebut, ada ulama yang mengatakanpemanfaatan 
marhun tidak apa-apa dan ada yang mengatakan tidak diperbolehkan.  
5. Penelitian kelima yaitu: Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang 
Sangen, Desa Krajan, kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian 
Normatif dan Sosiologis Hukum Islam)diteliti oleh Lila Isnawati mahasiswa 
 
18Muhammad Jamroni, Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai Di 





UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.19 Penelitian ini berupa penelitian 
lapangan untuk menjawab pertanyaan 1. Apakah pemanfaatan barang jaminan 
tanah (sawah) oleh kreditur termasuk riba? 2. Faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan masyarakat Dusun Brunggang Sagen Desa Krajan Kecamatan 
Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan gadai tanah? 
Data yang diperlukan dikumpulkan demgam tehnik observasi dan 
wawancara (interview). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan 
dianalisa menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk 
mengemukakan dari hasil penelitian tentang gadai sawah dalam kajian 
normatif dan sosiologis Hukum islam yang bersifat khusus menuju kepada 
kesimpulan yang bersifat umum. 
Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah 
gadai sudah sah atau sudah bisa dikatakan benar, akan tetapi dalam 
pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh para pihak murtahin secara 
penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan 
atau melenceng dari ketentuan-ketentuan aturan syari’at Islam/ hal ini dilihat 
dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nash al-Qur’an. Adapun 
faktor-faktor yang menyebabkan adanya praktik gadai adalah: mayoritas 
 
19Lila Isnawati, Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, 
kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologis Hukum Islam), 





masyarakat yang tergolong ekonomi menengah kebawah, keinginan saling 
tolong menolong antar sesama, faktor permasalahan ekonomi yang mendesak. 
Kelima penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan 
perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara general mengandung unsur gadai dan 
pemanfaatan barang gadai. Akan tetapi peneliti pertama yang dilakukan oleh Zia 
Ulhaq lebih condong pada kesesuaian atau tidaknya akad gadai yang dilakukan oleh 
masyarakat dan unsur-unsur yang terkandung pada pemanfaatan barang gadai. 
Berbeda dengan yang dilakukan oleh Supriadi lebih condong mengkaji kepada 
mufsadah dan mashlahah tentang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat bugis. 
Adapun yang dilakukan oleh peneliti ketiga yakni Andi Irfan lebih condong kepada 
pengamatan praktik gadai dan disusaikan dengan ketentuan Syari’at. Penelilitan yang 
keempat dilakukan oleh Muhammad Jamron ini berbeda dengan penelitian 
sebelumnya yakni dari segi objek penelitian dan analisis data ini ditekankan pada  
analisis hukum islam. Berbeda pula dengan yang dilakukan oleh Lila Isnawati, yang 
lebih condong kepada normatif dan sosiologis mengenai faktor-faktor penyebab 
terjadinya gadai sawah. 
Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang 
berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang 
berbeda pula. Dengan demikian, kelima penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki 
kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 





akan dilakukan oleh peneliti lakukan, baik dari segi teori dalam masalah yang hampir 
sama. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ketetapan 
hukum ekonomi Islam terhadap tindakan murtahin dalam memanfaatkan barang gadai 
di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 
Kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan bersifat 
ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, praktisi ekonomi dan khususnya yang 
berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai. 
2. Kegunaan secara praktis 
a. Untuk Penulis  
Penelitian ini berguna untuk merealisasikan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang didapatkan penulis saat mengikuti perkuliahan. Khusunya ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan gadai. 
b. Untuk Rahin dan Murtahin 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan para pihak yang melakukan 
transaksi gadai di Karossa Mamuju Tengah agar dapat menjalankan transaksi sesuai 






A. Definisi Gadai 
Gadai atau yang biasa dikenal dengan istilah rahn, Secara etimologis rahn 
berarti tsubut (tetap) dan dawan (kekal, terus menerus). Dikatakan ma’un rahin 
artinya air yang diam (tenang). Ni’mah rahinnah artinya nikmat yang terus menerus/ 
kekal.20 Secara garis besar pengertian gadai menurut bahasa adalah menjadikan suatu 
barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.21 Secara istilah, rahn adalah 
menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya 
menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ 
sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut 
utang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.22 
Gadai (rahn) dalam ilmu fiqih adalah menyimpan sementara harta milik si 
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang 
meminjamkan). Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali 
dalam jangka waktu tertentu.23 
Menurut al-Qurtubi rahn adalah barang yang ditahan oleh pihak yang 
memberikan utang sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak 
 
20Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 289. 
21Zainuddin Ali, Hukum GadaiSyari’ah, h. 1 
22Yazid Afandi, Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, 
h. 147. 
23Irfan, Hukum Transaksi dalam Lingkup Mazhab (Cet.I; Makassar: Alauddin University 





pengutang melunasi utang tersebut. Sementara menurut Ibnu Qudamah rahn adalah 
barang yang dijadikan jaminan untuk utang agar pemberi jaminan dapat menjual 
barang tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya.24 
Senada dengan beberapa definisi rahn yang telah dijelaskan sebelumnya, 
kalangan ulama Syafi’yah mendefinisikan rahn adalah menjadikan suatu barang 
sebagai jaminan atas utang, agar pemberi utang dapat menjual sewaktu-waktu bila 
pihak pengutang tidak dapat membayar utangnya.25 
Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama tersebut 
dapat dikemukakan bahwa dikalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang 
mendasar dalam mendefinisikan gadai (rahn). Berdasarkan definisi yang 
dikemukakantersebutdapatdiambil kesimpulan bahwa gadai (rahn) adalah menjadikan 
suatu barang sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi 
kesulitan membayar maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang 
jaminan.  
 
24Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 192. 





B. Dasar Hukum Gadai 
1. Al-Qur’an 
Legitimasi gadai/rahn dalam al-Qur'an adalah berdasarkan surah al-Baqarah 
(2): 283 
                               
                                    
               
Terjemahnya: 
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, hendaklah yang dipercayai 
dapat menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, 
hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.26 
 
2. Hadis 
 َةَشيِئاَع ْنَع–  اهنع الله ىِضَر–  اًمَاعَط ىََرتْشا ملس و هيلع الله ىلص الله َلْوُسَر ََّنأ
 و ىراخبلا هور( ٍّدْيِدَح ْنِم اًعْرِد ُهَنَهَرَو ٍّلََجأ َىِلإ ٍّ  يِدْوُهَي ْنِم )ملسم  
Artinya: 
Dari Asyi’ah r.a sesungguhnya rasulullah saw pernah membeli makanan dari 
orang yahudi dalam waktu tertentu dengan menggadaikan baju besi. (Hadis 
riwayat Bukhari dan Muslim) 
Berdasarkan ayat dan hadis ini, para ulama fiqih sepakat bahwa gadai (rahn) 
diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan jika kedua 
belah pihak saling mempercayai, firman Allah farihanu maqbudhoh pada ayat ini 
 
26Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Duta 





merupakan anjuran baik kepada orang yang beriman, sebab lanjutan ayat tersebut 
dinyatakan akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).27 
3. Ijma’ Ulama 
Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa gadai boleh dilakukan dalam 
perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung 
dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, karena tidak 
semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi pinjaman secara 
langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa 
barang jaminan dalam status marhun. Misalnya, barang itu berbentuk sebidang tanah, 
maka yang dikuasai adalah surat jaminan tersebut. 
C. Rukun dan Syarat Gadai 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentapkan rukun gadai. Menurut 
jumhur ulama rukun gadai ada empat yaitu: 
1. Rahin dan murtahin; rahin yaitu orang yang menggadaikan barang atau 
meminjam uang dengan jaminan barang. Adapun murtahin adalah orang yang 
menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya. 
2. ‘Aqdu adalah akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi rahn. 
3. Marhunbih adalah uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan. 
4. Marhun adalah barang atau harta yang dijadikan jaminan.28 
 





Adapun ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun rahn adalah ijab dan kabul 
dari rahin dan murtahin.29 Menurutnya, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn, 
maka diperlukan adanya pengusaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang 
yang melalukan akad (ar-rahin dan al-murtahin), harta yang dijadikan jaminan 
(almarhun) dan utang (almarhunbih) hanyalah termasuk syarat saja bukan rukun.30 
Adapun syarat-syarat dari gadai (rahn) para Ulama fiqih menyusun sesuai 
dengan rukun gadai. Dengan demikian syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut: 
1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad (rahin dan 
murtahin) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut 
jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.31 Adapun dalam 
pasal 330 KHES menyebutkan bahwa cakap hukum yang dimaksudkan berarti 
berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.32 Sedangkan 
menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak tidak harus baligh, tetapi cukup 
berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh 
melakukan akad rahn asal mendapat persetujuan dari walinya.33 
 
28Irfan, Hukum Transaksi dalam Lingkup Mazhab, h. 20 
29Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 195. 
30Abdul Rahman Gazali. DKK, Fiqih Muamalah, h. 267. 
31Abdul Rahman Gazali. DKK, Fiqih Muamalah, h. 267. 
32Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 195. 





2. Syarat yang terkait dengan akad (‘aqdu), ulama Hanafiyah berpendapat dalam 
akad tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu 
kejadian dimasa mendatang.34  
3. Syarat yang berkaitan dengan utang (marhun bih) adalah, pertama: utang 
merupakan hak wajib dikembalikan kepada yang memberi utang. kedua: utang 
itu boleh dilunasi dengan jaminan,35 dengan kata lain, jumlah utang tidak boleh 
melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan.36 ketiga: utang itu jelas dan 
tertentu.37 Kalangan Syafi’iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan utang merupakan 
utang yang tetap dan wajib dibayar oleh rahin, utang harus mengikat kedua 
belah pihak, jumlah ukuran dan sifat utang harus jelas antara para pihak yang 
berakad.38 
4. Syarat yang terkait dengan barang jaminan (marhun), menurut kesepakatan 
ulama adalah (1) Barang yang dijadikan harus benar-benar ada dan nyata. (2) 
Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dapat dimiliki dapat 
disimpan dan dapat digunakan sebagaimanamestinya serta tidak menimbulkan 
kerusakan. (3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik secara 
 
34Abdul Rahman Gazali. DKK, Fiqih Muamalah, h. 267. 
35Abdul Rahman Gazali. DKK, Fiqih Muamalah, h. 268. 
36Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 196. 
37Abdul Rahman Gazali. DKK, Fiqih Muamalah, h. 268. 





sah dan kepemilikan sempurna. (4) Objek harus diserahkan pada saat transaksi. 
(5) Barang yang digadaikan harus tahan lama.39 
D. Pemanfatan Barang Gadai 
Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai terjadi perbedaan pendapat 
diantara para ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadai, 
diantara pendapat tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan barang gadai oleh rahin (penggadai) 
a. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa rahin (penggadai) boleh memanfaatkan 
barang gadaian tanpa seizin murtahin (penerima gadai). Pendapat ini didasarkan 
pada hadis nabi Muhammad saw: 
 ُقَلْغَي َلا ُهُمْرُغ ِهْيَلَع َو ُهَمْنُغ ُهَل ُهَنْهَر ىِذ لا ِهِبِحاَص ْنِم ُنْهَرلا
40. 
Artinya: 
Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. 
Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (Hadis Riwayat al-
Syafi’yah, al-Daruquthni dan Ibnu Majah) 
 
b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh 
memanfaatkan barang yang telah digadaikan apapun jenis dan bentuk barang 
tersebut baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya. Kecuali, penerima gadai 
mengizinkannya.41 
 
39Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 195. 
40Mardani, Fiqih Ekonomi Syari’ah, h.291 





c. Ulama Hanbaliyah berpendapat senada dengan Hanafiyah Pihak penggadai tidak 
boleh memanfaatkan barang gadaian kecuali dengan izin pihak penerima gadai.42 
d. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh 
memanfaatkan barang gadaian meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. 
Izin yang diberikan kepada penerima gadai akan membatalkan gadai.43 
2. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (penerima gadai)   
a. Ulama Syafi’yah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperboleh 
memanfaatkan barang gadaian apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu 
yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang 
menggadaikan.44 
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak murtahin (penerima gadai) boleh 
memanfaatkan barang gadaian jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika 
akad dan apabila utang dalam akad gadai adalah utang jual beli. Bila utang qard 
maka tidak diperbolehkan.45 
c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan 
memanfatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali mendapat izin dari pemilik 
 
42Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 199. 
43Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 199. 
44Abdul Rahman Gazali. DKK, Fiqih Muamalah, h. 201. 





barang. Apabila penerima barang memanfaatkannya tanpa izin, maka hukumnya 
sama dengan gasab.46 
d. Ulama Hanbaliyah berpendapat apabila barang yang digadaikan merupakan barang 
yang tidak membutuhkan biaya perawatan maka penerima gadai tidak boleh 
memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan karena barang gadaian 
dan apa yang dihasilkan milik pihak yang menggadaikan.47 Apabila barang yang 
gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan seperti binatang ternak, maka 
pihak penerima gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil 
susunya sekedar mengganti pemeliharaannya meskipun tidak diizinkan 
penggadai.48 Pendapat ini didasarkan pada hadis rasulullah saw sebagaiberikut: 
 َع َو ًانُْوهْرَم َناَك َاذِإ ِهِتََقَفِنب ُبَرُْشي ِ رَّدلا َُنبَلَو ًانُْوهْرَم َناَك َاذِإ ِهَِتَقَفنِب ُبَكُْري ُنْه َّرلا َىل
49 .ُةََقفَّنلا ُبَرْشَيَو ُبَكَْري ىِذ لا 
Artinya:  
Rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Susu 
hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Bagi 










46Ibnu ‘Abidin, Hasyisah Radd Al-Mukhtar (Digital Library, al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), h. 364  
47Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 201. 
48RahmatSyafe’i, FiqihMuamalah, (Bandung: PustakaSetia, 2006), h.160. 





E. Berakhirnya Akad Gadai 
 
Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:  
1. Diserahkannya barang gadai (borg) kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama 
selain Syafi’iyah, akad berakhir karena diserahkannya borg kepada pemiliknya 
(rahin). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila 
borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga 
akad gadai menjadi berakhir.  
2. Utang telah dilunasi seluruhnya.  
3. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo maka murtahin 
bisamenjual borg. Apabila rahin tidak mau menjual hartanya (borg) maka 
hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Dengan telah 
dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.  
4. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk 
dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).   
5. Gadai telah di-fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa 
persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai 
tetap berlaku dan tidak batal. 
6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum borg 
diterima oleh murtahin.  
7. Rusaknya borg. para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus 





8. Tindakan (tasaruf) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. 
Apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, 
atau menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad 
gadai menjadi berakhir.50 
Demikian uraian mengenai gadai (rahn), yang meliputi pengertian, dasar 
hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, pemanfaatan barang, dan berakhirnya akad 
gadai. 
F. Riba 
Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi 
salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Al-Qur’an membagi riba menjadi 
dua yaitu riba ringan dan riba berat. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu riba utang-piutang terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyah. Riba jual beli 
terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah. 51 
Keempat riba tersebut adalah Riba Qardh adalah suatu keuntungan atau 
tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (muqtaridh). 
Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman 
sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Riba 
nasi’ah adalah tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang dari orang yang 
mengutangkan sebagai imbangan penundaan pembayaran utang. Riba fadhl yaitu 
 
50Wahba Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr,1989), h. 
288-289. 





pertukaran barang ribawi. Riba fadhl diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis 
tetapi kualitasnya berbeda. 52 
Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu perkara, 
tentunya hal itu akan memberikan manfaar dan terdapat hikma yang baik bagi umat 
sendiri. Demikian juga ketika Islam melarang umatnya melakukan suatu perkara tentu 
terdapat kemudharatan di dalam perkara tersebut. Pelarangan praktik riba dalam 
kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa riba pasti berdampak tidak baik (negatif) 
bagi umat sendiri.53  
Adapun hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah: Menjaga agar 
seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil; 
Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang 
bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segalah tindakan yang 
menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin; Menyumbat 
seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan 
menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta 
kebencian dari saudaranya; Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat 
membawanya kepada kebinasaan; Karena memakan harta riba itu merupakan 
kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu 
ialah penderitaan; Membuka pintupintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk 
 
52Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, h. 94.   
53Muhammad Ghafur w, Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia, (Yogyakarta: 





mempersiapkan bekal diakhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim 
tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menangguhkan utangnya 
hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanguinya 
dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan 
kasih sayang dan rasa persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.54 
G. Kerangka Pikir 
Perjanjian gadai yang terjadi adalah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak 
pelaku gadai yaitu rahin selaku pihak penggadai dan murtahin sebagai penerima 
gadai. Setelah kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak maka gadai dapat 
terlaksana. Tata cara pelaksanaan gadai yang terjadi sangat sederhana dengan 
datangnya rahin yang akan menggadaikan kebun kelapa sawitnya kepada si murtahin 
seseorang yang memberikan pinjaman. Selama rahin belum dapat mengembalikan 
uang pinjaman, maka selama itu pula murtahin berhak atas penggarapan kebun kelapa 
sawit tersebut. 
Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah 
pemanfaatan barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh 
murtahin yang ketika berlangsung dalam jangka waktu kesepakatan akad memberikan 
dampak kepada kedua belah pihak yakni murtahin dan rahin.  
Dampak yang dirasakan oleh rahin ada yang bersifat positif dan negatif, yang 
bersifat positif yakni rahin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari murtahin 
untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi. Adapun dampak negatif yang 
 





didapatkan adalah rahin kehilangan pendapatannya karena ia tidak mendapatkan lagi 
hasil dari panenan lahan kelapa sawit miliknya dan akan mempersulit rahin dalam 
membayarkan utangnya. 
Adapun dampak yang dirasakan oleh murtahin adalah ia memperoleh hasil 
dari panenan lahan kelapa sawit milik murtahin selama akad gadai masih 
berlangsung. Jadi, ketika masa pengembalian utang rahin membayar sesuai dengan 
jumlah yang pertama kali ia pinjam kepada pihak murtahin tanpa dikurangi dengan 
hasil panenan yang diterima oleh murtahin dari lahan kebun kelapa sawit milik rahin. 
Hal ini membuat murtahin mendapatkan suatu keuntungan pengembalian uang yang 
sama dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada rahin dan ditambah dengan 
jumlah uang yang didapatkan dari hasil panen kebun kelapa sawit selama masa 
penahanan barang dan bisa saja keuntungan yang didapatkan oleh pihak murtahin 
dianggap sebagai riba ataupun bukan riba. 
Hal ini untuk lebih jelasnya akan dianalisis oleh penulis dengan cara 
membandingkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian dengan ketentuan nas al-
Qur’an dan hadis serta ijma’ para ulama fiqih, dan berdasarkan proses tersebut maka 
akan terjawabkan riba ataukah bukan riba pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin 
serta tindakan yang selama ini dilakukan oleh murtahin berupa hal yang dzolim 






















































A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang topik 
tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kata-kata atau kalimat 
dari individu, buku dan sumber lainnya.55 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di 
Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan penelitian Studi kasus dan Syar’i normatif. Studi kasus merupakan 
strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu 
program, peristiwa, aktifitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap 
dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang 
telah ditentukan.56Penelitian ekonomi Islam secara Syar’i  maksudnya penelitian yang 
mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang 
digunakan. Sedangkan normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk 
 
55Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Ananlisis Isi dan Analisis Data Skunder, 
Edisi Revisi II (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21. 





memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan 
peraturan lain dan penerapan dalam praktek.57 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data adalah lebih cederung pada pengertian data macam apa yang harus 
dikumpulkan oleh peneliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam 
bentuk angka. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data 
dari mana data diperoleh.58 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi:  
1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 
dari sumber pertamanya.59 Adapun yang menjadi sumber data primer yakni data 
hasil wawancara peneliti dengan pihak rahin, murtahin dan masyarakat karossa. 
2. Sumber data skunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari pihak 
lain yang telah lebih dulu mengumpulkannya sebagai penunjang dari sumber 
pertamanya.60 Data ini berupa catatan-catatan, dokumentasi dan buku-buku 
yang relevan dengan masalah penelitian. 
 
57Pedoman Penulisan KaryaTulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan 
Penelitian (Makassar: Alauddin Pers, 2013) h.16. 
58Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka, 
2014), h. 14. 
59Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h.93 





Menurut Lofland dan Lofaln menyatakan bahwa sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan 
tambahan.61 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan 
observasi. 
1. Wawancara 
Wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori in-dept 
interview. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 
wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah menemukan 
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat dan 
ide-denya.62 
2. Observasi  
Observasi merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan panca indra 
kita. Peneliti dapat melihat kondisi masyarakat yang menjadi lokasi penelitiannya 




61Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989),h. 
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62Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabetha, 2012), 
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E. Instrumen Pengumpulan Data 
 Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam 
mengumpulkan data, instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 
pedoman wawancara. Adapun untuk menghindari kehilangan informasi, maka 
peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam dan kamera. 
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
 Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 
dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. 
Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 
member kode, dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari cacatan lapangan, 
gambar, foto, atau dokumen berupa laporan. Adapun untuk melaksanakan analisis 
data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah 
sebagaiberikut : 
1. Reduksi Data  
  Miles dan Hubermen mengatakan bahwareduksi data diartikan sebagi proses 
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 
transformasi data kasar yang muncul dari cacatan yang tertulis di lapangan. 
Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.64 
 





Kegiatan yang dapat dilakukan dalam mereduksi data ini antara lain: 
mengumpulkan data dari informasi dari cacatan hasil wawancara, serta mencari hal-
hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 
memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.65 Proses penyajian data 
yang telah direduksi data diarahkan agar terorganisasi, tersusus dalam pola hubungan 
sehingga semakin mudah dipahmi. Penyajian data biasa dilakukan dalam uraian 
naratif, seperti bagan dan diagram alur (flow diagram).66 
3. Penarikan Kesimpulan 
Tahapan ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil 
dengan data pembanding teori tertentu, dimaksudkan mencari makna data yang 
dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan 
kesimpulan biasa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari 
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PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DI KECAMATAN 
KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis Kecamatan Karossa 
Kecamatan Karossa adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Mamuju 
Tengah dan merupakan daerah wilayah kecamatan terjauh dari Ibu kota Kabupaten 
Mamuju Tengah, jarak tempuh Kecamatan Karossa ke Kabupaten Mamuju Tengah 
adalah 70 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Secara 
geografis, Kecamatan Karossa terletak pada bagian utara Kabupaten Mamuju Tengah 
dan berposisi pada bentang Selat Makasssar, yakni 1°47’82”-2°04’05” Lintang 
Selatan dan  119°17’07”-119°24’08” Bujur Timur, dengan batas wilayah: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. 
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Topoyo. 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
2. Gambaran Wilayah Kecamatan Karossa 
Kecamatan Karossa memiliki luas wilayah ± 1.138,33 Ha. Secara administrasi 





Transmigrasi (UPT). Berikut tabel wilayah administrasi dan luas wilayah Kecamatan 
Karossa: 
Tabel 4.1 Luas Desa /UPT dan Jarak dari Ibu Kota di Kecamatan Karossa. 
No Nama Desa/UPT  Luas (Ha) 
Jarak dari Ibu kota  
Kecamatan (Km) 
1 Kambunong 171,69 35 
2 Tasokko 175,32 30 
3 Salubiro 120,29 20 
4 Lara 181,50 15 
5 Sukamaju 11,29 13 
6 Lembah Hopo 93,60 11 
7 UPT Lara III 3,23 2 
8 Karossa 280,44 0 
9 Kadaila 15,36 2 
10 Kayu Calla 8,75 3 
11 Benggaulu 12,92 6 
12 UPT Mora IV 13,63 7 
13 Sanjango 50,27 17 
Sumber: Profil Kecamatan Karossa, 2018. 
Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa desa yang 
memilki luas wilayah yang paling luas adalah Desa Karossa dengan luas wilayah 
280,44 Ha dan desa yang memiliki luas wilayah yang paling sedikit adalah Desa 
Sanjango dengan luas wilayah 50,27 H. Desa yang letaknya terjauh dari ibukota 
Kecamatan Karossa (Karossa) adalah Desa Kambunong yaitu sejauh 35 Km, dan 
Desa terdekat dari ibu kota Kecamatan adalah Desa Kadaila dan UPT Lara III yang 
berbatasan langsung dengan ibu kota Kecamatan Karossa.67 
 
 





3. Kedaan Topografi dan Kemiringan Lokasi 
Keadaan topografi di Kecamatan Karossa pada umumnya adalah daerah 
dengan curah hujan tinggi.Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di Kecamatan 
Karossa berprofesi sebagai petani atau pekebun karena kondisi cuaca yang 
mendukung untuk sektor tersebut.  
Jika dicermati konfigurasi wilayah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 
Tengah menurut kemiringan lereng, maka sebagian wilayah termasuk datar adalah 
bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar.Sebaliknya, semakin ke 
timur secara graduasi juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi 
lahan yang bergelombang dan berbukit.68 
4. Jumlah Penduduk 
Sumber utama data kependudukan di Kantor Kecamatan Karossa adalah 
berasal dari setiap Desa di wilayah kecamatan karossa yang dilaksanakan setiap 
bulannya. Data dari desa tersebut berupa data mutasi kependudukan yang terjadi di 
setiap bulannya. Data tersebut kemudian kami rekapitulasi di Kantor Kecamatan 
Karossa sehingga jadilah data kependudukan kecamatan karossa. Secara keseluruhan 
jumlah penduduk masing-masing desa di Kecamatan Karossa. Jumlah penduduk 
Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah per bulan Februari 2018 adalah 
sebanyak 23.099 jiwa yang tersebar di 11 Desa dan 2 UPT. Dengan jumlah terbanyak 
berada di Desa Karossa dengan jumlah 5.133 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk 
 





paling sedikit adalah UPT Lara III dengan jumlah 325 jiwa. Sebagaimana tabel 
berikut: 









1 Kambunong 2.796 622 
2 Tasokko 3.939 981 
3 Salubiro 1.272 356 
4 Lara 1.732 289 
5 Sukamaju 1.345 213 
6 Lembah Hopo 1.043 250 
7 UPT Lara III 325 190 
8 Karossa 5.133 873 
9 Kadaila 1.603 412 
10 Kayu Calla 746 201 
11 Benggaulu 1.217 317 
12 UPT Mora IV 804 183 
13 Sanjango 1.144 254 
Total 23.099 5.141 












Persentase jumlah penduduk di Kecamatan Karossa berdasarkan Desa dapat 
dilihat pada diagram berkut: 
 
Gambar 4.1  
Diagram Persentase Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Desa 
 
Berdasarkan dari diagram diketahui bahwa jumlah penduduk paling banyak 
berada di Desa karossa dengan presentase besar 22% dan jumlah penduduk paling 
sedikit berada di UPT Lara III dengan presentase sebesar 1%. 
5. Keadaan Sumber Daya Alam  
Kecamatan Karossa terdiri dari daerah rawa dan lahan, masyarakat Kecamatan 
Karossa menggantungkan hidupnya dengan bertani, berkebun dan juga bekerja 
diperkantoran dan pabrik. Sawah adalah salah satu contoh pertanian yang ada di 
Kecamatan Karossa, petani di wilayah ini memulai penyemaian benih pada musim 
hujan sampai penanaman pada musim yang sama. rata-rata petani panen pada bulan 
Agustus jika keadaan musim normal, dan biasanya petani mengolah hasil panennya 





























(kelompok tani), tetapi ada juga sebagian kecil yang berkelompok seperti kelompok 
tani. Kecamatan Karossa untuk pertanian pada sawah terdapat di Desa Tasokko dan 
Salubiro, Lara dan Sanjango.69 
Adapun dalam perkebunan, kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan 
yang menjadi unggulan di Kecamatan Karossa. Wilayah Kecamatan Karossa 
merupakan salah satu sentral produksi kelapa sawit yang ada di Kabupaten Mamuju 
Tengah. Selain kelapa sawit masih banyak komoditi perkebunan lain seperti kakao, 
cengkeh, kelapa dalam, dan lainnya. Untuk lahan perkebunan, semua desa yang di 
wilayah Kecamatan Karossa memiliki lahan perkebunan terutama kebun kelapa 
sawit.70 
Peternakan adalah salah satu komoditi yang hampir ada di seluruh Indonesia, 
termasuk juga di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.Salah satu 
contohnya adalah Desa Benggaulu yang masih banyak masyarakatnya yg berprofesi 
sebagai peternak baik itu kambing, sapi ataupun kerbau.Selain didesa  Benggaulu, 






69Profil Kecamatan Karossa, (Karossa, 2018), h. 45 
70Profil Kecamatan Karossa, (Karossa, 2018), h. 46 





B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Sejarah Gadai Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa Kabupaten 
Mamuju Tengah 
Gadai merupakan akad transaksi yang menjadikan suatu barang sebagai 
jaminan atas sejumlah utang. Praktik gadai kebun kelapa sawit di Kecamatan Karossa 
merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang awal mula praktik gadai ini tidak 
diketahui dengan pasti waktu terjadinya dan tidak diketahui pula orang yang 
memprakarsai gadai tersebut. Masyarakat hanya memperoleh berita secara lisan yang 
tidak diketahui pasti sumbernya, adapula masyarakat yang melakukan praktik gadai 
karena menirukan masyarakat kampung lain yang melakukan praktik gadai hanya 
saja mengganti objek barang gadai yakni dari sawah menjadi kebun kelapa sawit. Hal 
ini sesuai dengan yang didapatkan penulis melalui wawancara dengan salah satu 
narasumber yakni Bapak Suherno (Rahin) yang mengatakan: 
Dari mulut ke mulut, mendengarkan cerita, belajar dari kampung-kampung 
lain ada yang gadai dengan cara begini-begini. Namanya tradisional kebiasaan 
yang dijadikan pengalaman dari desa-desa tetangga.72  
 
Jika ditilik seiring dengan sejarah dari awal mula masyarakat Karossa mulai 
melakukan penanaman kelapa sawit secara serentak yakni pada tahun 2006, 
penanaman sawit ini merupakan hasil kerja sama antara para kelompok petani dengan 
perusahaan PT. Surya Lestari 1 dengan resmi bibit kelapa sawit pada saat itu dijual 
 
72Kutipan Wawancara Bapak Suherno di rumahnya Pada hari Jum’at, 21 Sptember 2018, 





dengan harga 17.000 perpohon. Para kelompok tani pada tahun 2006 menanam pohon 
kelapa sawit rata-rata sampai 69 pohon dalam luas tanah 500 m2 (0,5 Ha). 
Buah kelapa sawit tumbuh dalam bentuk tandan padat, masing-masing 
memiliki berat yang berbeda-beda dan setiap tandannya berisi begitu banyak buah 
sawit  kecil-kecil. Pohon yang sehat akan menghasilkan 12 sampai 14 tandan buah 
setiap tahunnya. Setelah matang buah akan berubah menjadi berwarna orange 
kemerahan yang cerah, menunjukkan buah siap panen. Buah kelapa sawit dapat 
dipanen 1 kali dalam kurun waktu 10 hari. Pada saat pemanenan setiap 10 hari 
tersebut, tandan buah segar siap panen harus segera dilepaskan dengan menggunakan 
alat khusus untuk memanen yang bernama dodos. Namun, jika pohon kelapa sawit 
telah menjulang tinggi maka untuk melepaskan tandan buah kelapa sawit diperlukan 
alat yang berbeda yakni sabit panjang yang memungkinkan para pemanen harus 
terampil dalam menjangkau ketinggian letak tanda buah kelapa sawit. Ketika pemilik 
tidak dapat memanen kelapa sawit miliknya maka ia menyerahkan pekerjaan tersebut 
kepada seseorang yang ahli dan memberikan upah sebesar Rp. 200/kg buah kelapa 
sawit yang dipanen. 
Selain itu, untuk mendapatkan hasil buah yang maksimal diperlukan beberapa 
perawatan diantaranya yakni pemupukan dan pemangkasan atau biasa dikenal dengan 
istilah pruning. Perawatan pohon kelapa sawit biasanya dilakukan oleh para petani itu 
sendiri. Namun, ketika para pemilik lahan kelapa sawit tidak dapat merawatnya maka 





banyaknya biaya dikeluarkan sebagai ongkos pemangkasan oleh pemilik kebun 
biasanya berkisar Rp.3000,- sampai Rp. 4000,- perpohonnya. 
Penanaman pohon kelapa sawit pada mulanya berdasarkan kelompok tani 
yang dibentuk 8 anggota dalam tiap-tiap kelompok, semua hal-hal mengenai 
penyediaan pupuk, pendistribusian buah kelapa sawit sampai pada pabrik PT. Surya 
Lestari I, dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit diurus oleh masing-masing 
kelompok tani. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa masalah yang terjadi 
antara masin-masing anggota kelompok yang menyebabkan beberapa kelompok tani 
ini mulai terpecah dan bubar. Lalu, mereka yang tidak memiliki kelompok tani 
menjual buah kelapa sawit mereka kepada pedagang (tengkulak) yang menerima 
buah kelapa sawit dan membayarnya dibawah harga pabrik dengan alasan 
pemotongan biaya administrasi dan ongkos mobil muatan buah yang mengantarkan 
buah ke pabrik. Selain itu, pedagang (tengkulak) mampu membayarkan uang buah 
sawit langsung kepada para petani setelah penimbangan buah selesai dilakukan dan 
pedagang (tengkulak) menyediakan pupuk khusus untuk sawit yang dapat diangsur 
pembayarannya oleh para petani. 
Adapun penanaman pohon kelapa sawit sampai dapat menghasilkan buah 
yang sesuai untuk dipanen dibutuhkan waktu selama 4 tahun lamanya. Kemudian, 
setiap pohon kelapa sawit akan terus menghasilkan buah hingga 30 tahun lamanya. 
Jika penanaman pohon kelapa sawit pada tahun 2006 maka dapat dipanen pada tahun 





bisa dilakukan pada tahun 2010 atau setelahnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 
oleh Bapak Suherno (Rahin) sebagai berikut: 
Pas kebutuhan mendesak yang tidak bisa diapa, ditanggulangi. Akhirnya 
menggadaikan misalnya barang yang berharga seperti kebun yang kira-kira 
bisa ditawarkan sama orang, yang kira-kira menghasilkan. Orang mau 
menerima gadai karena ada hasilnya yang mau dipetik yang mau diambil. Dan 
orang pasti, pasti mau kalau ada hasilnya kalau cuman tanah kosong tidak 
mau.73 
Suatu kebun yang digunakan sebagai barang jaminan atas sejumlah utang 
dapat diterima oleh para petani pedagang yang berperan sebagai penerima gadai 
ketika barang yang dijaminkan itu berbentuk kebun kelapa sawit yang telah ada 
hasilnya, yakni kebun kelapa sawit yang sudah siap untuk dipanen. 
2. Praktik Gadai di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 
Kehidupan bermasyarakat adalah interaksi manusia dengan segala yang 
berada disekitarnya, manusia harus menyesuaikan dengan lingkungannya, 
berinteraksi dengan keluarganya, tetangganya dan juga masyarakat secara umum. 
Mereka saling membutuhkan, saling mengisi dan memberi terhadap segala macam 
kebutuhan yang mereka hadapi. Masyarakat Karossa dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya terkadang mengalami beberapa kesulitan dan salah satu langkah yang 
dilakukan ketika mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan yang yakni dengan 
melakukan gadai.    
 
73Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno di rumahnya Pada hari Jum’at, 21 September 





Gadai menurut bahasa adalah menjadikan suatu barang yang bersifat materi 
sebagai pengikat utang.74 Secara istilah, Gadai/ rahn adalah menahan suatu benda 
secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu 
benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas 
utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti 
baik keseluruhan atau sebagian.75 Hal yang berkaitan dengan gadai diungkapkan oleh 
seorang rahin yakni Bapak Suherno dalam wawancara bersama peneliti yakni: 
Gadai adalah meminjam uang kemudian memberikan jaminannya, jaminannya 
berupa kebun atau sertifikat dan sebagainya.76  
Seiring dengan itu, hal yang sama juga dikemukakan oleh salah satu murtahin 
yakni Bapak Arifuddin: 
Istilah penggadaian ini antara petani. Eh, antara pedagang dan petani itu 
istilahnya kita ada istilahnya kalau petani ada sertifikat hasilnya itu petani 
harus dikalikan perbulannya berapa bisa digadaikan.77 
Adapun menurut Bapak Rustino selaku masyarakat umum memandang gadai 
sebagai berikut: 
Penggadaian itu terjadi antara kedua belah pihak, istilahnya sama pihak yang 
mau meminjam dan pihak yang meminjamkan.78 
 
74Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, h. 1 
75Yazid Afandi, Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, 
h. 147. 
76Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno di rumahnya Pada hari Jum’at, 21 September 
2018, Pukul 17.00 WITA. 
77Kutipan wawancara dengan Bapak Arifuddin di rumahnya Pada hari Minggu, 23 September 
2018, Pukul 15.00 WITA. 
78Kutipan wawancara dengan Bapak Rustino di rumahnya Pada hari Senin, 24 September 





Adapun Gadai Menurut al-Qurtubi adalah barang yang ditahan oleh pihak 
yang memberikan utang sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak 
pengutang melunasi utang tersebut. Kalangan ulama Syafi’yah mendefinisikan rahn 
adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, agar pemberi utang 
dapat menjual sewaktu-waktu bila pihak pengutang tidak dapat membayar 
utangnya.79 
 Berdasarkan keterangan wawancara dengan beberapa informan dapat 
diketahui bahwa gadai adalah menjaminkan suatu barang yang berharga seperti 
sertifikat atau kebun atas sejumlah uang yang dipinjam, ketika diselaraskan dengan 
materi yang telah ada dan beberapa pendapat ulama yang mendefinisikan gadai 
sebagai barang tahanan atau menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang 
sampai pihak pengutang melunasi, dan jika tidak dapat dilunasi maka barang dapat 
dijual. Maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menjaminkan suatu barang yang 
berharga seperti setifikat atau kebun yang menghasilkan (telah siap panen) dengan 
jangka waktu tertentu, barang jaminan tersebut dapat kembali kepada pemiliknya 
ketika peminjam (penggadai) telah membayar sejumlah uang yang dipinjamnya dan 
apabila tidak dapat melunasi uang pinjaman dalam jangka waktu tertentu maka 
barang yang dijaminkan dapat dijual untuk menutupi pembayaran pinjaman yang 
belum diselesaikan oleh peminjam (penggadai). 
 
 





 Adapun praktik pengadaian pada masyarakat Karossa dapat diketahui secara 
menyeluruh dengan memahami beberapa tahapan atau fase yang tercakup dalam 
penggadaian itu tersendiri. Tahapan ini dimulai dari hal yang menjadi alasan 
terjadinya penggadaian sampai pada terjadinya akad gadai. 
 Alasan kuat yang menjadi dasar terjadinya praktik penggadaian adalah kedaan 
terdesaknya seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan sulitnya mencari 
pinjaman berupa uang kepada orang lain dalam jumlah besar tanpa adanya sebuah 
barang yang dapat dijaminkan, Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh seorang 
rahin yakni Bapak Suherno:  
Pas kebutuhan mendesak yang tidak bisa diapa, ditanggulangi. Akhirnya 
menggadaikan misalnya barang yang berharga seperti kebun yang kira-kira 
bisa ditawarkan sama orang.80 
Adapun beberapa tahapan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan gadai 
yakni diantaranya sebagai berikut: 
a. Segi Pertemuan 
Awal pertemuan seorang rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai) 
adalah sebuah hasil prakarsa dari rahin. Rahin mencari dan mendatangi orang yang 
dianggap dapat membantunya atau orang yang memang diketahui biasa menerima 
barang jaminan untuk memberikan pinjaman. hal ini sesuai dengan masyarakat 
karossa yakni saudara Wahyu Agung Setiawan:  
 
80Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno di rumahnya Pada hari Jum’at, 21 September 





yo seng duwe kebon teko moro nang gole’ seng duwe duit, seng duwe kebon 
teko langsung.81 
Ya, yang memiliki kebun datang menemui yang memiliki uang, yang 
memiliki kebun datang secara langsung. 
Wawancara tersebut menjelaskan tentang yang terjadi di karossa, bahwa rahin 
yang ingin meminjam dengan menggadaikan barang datang dengan sendirinya secara 
langsung menemui orang yang dianggapnya memiliki sejumlah uang dan dapat 
membantunya. 
Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh murtahin yakni bapak Arifuddin 
dalam wawancara dengan peneliti: 
Caranya ya dengan cara menawarkan, maksudnya apakah caranya yaitu 
meminjam dengan syarat ada jaminannya yaitu berupa kebun.82 
Adapun dalam ekonomi Islam syarat yang berkaitan dengan orang yang 
melakukan akad (rahin dan murtahin) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan 
bertindak hukum menurut jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan 
berakal.83 Adapun dalam pasal 330 KHES menyebutkan bahwa cakap hukum yang 
dimaksudkan berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.84 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui seseorang 
yang melakukan akad gadai adalah orang yang berakal karena ia mampu berfikir 
 
81Kutipan Wawancara dengan saudara Wahyu Agung Setiawan di rumahnya Pada hari 
Minggu, 23 September 2018, Pukul 13.00 WITA. 
82Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno di rumahnya, Pada hari Jum’at, 21 September 
2018, Pukul 17.00 
83Abdul RahmanGazali. DKK, Fiqih Muamalah, h. 267. 





untuk mencari seseorang yang dianggap memiliki uang dan ia tidak berada dalam 
situasi dipaksakan oleh murtahin karena rahin dengan sendirinya dalam keadaan 
sadar datang menemui dan menawarkan sebuah barang yang berupa kebun kelapa 
sawit untuk dijadikan sebagai barang jaminan atas uang yang dipinjam. Sehingga 
dapat diketahui rukun dan syarat berkaitan dengan orang yang melakukan gadai 
terpenuhi dan telah sesuai dengan ketetapan ekonomi Islam. 
b. Segi Menetapkan Nominal Uang yang dapat Dipinjam 
Ketika seseorang yang hendak meminjam dengan menggadaikan barang yang 
bernilai. Maka tidak secara serta merta pihak penerima gadai akan langsung 
menyetujui dan memberikan uang yang akan dipinjamkannya. Namun hal yang yang 
dilakukan dengan pentaksiran besarnya uang yang dapat dipinjamkan oleh penerima 
gadai (petani pedagang) yang bertujuan agar besarnya uang yang dipinjamkan dan 
batasan waktu dalam pembayaran utang tersebut, hal itu bertujuan agar jumlah uang 
yang dipinjamkan tidak melebihin nilai barang jaminan. 
 Adapun persyaratan mengenai marhun bih (utang) dalam ekonomi Islam 
adalah, pertama: utang merupakan hak wajib dikembalikan kepada yang memberi 
utang. kedua: utang itu boleh dilunasi dengan jaminan,85 dengan kata lain, jumlah 
utang tidak boleh melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan.86 ketiga: utang itu 
jelas dan tertentu.87  
 
85Abdul RahmanGazali. DKK, Fiqih Muamalah, h. 268. 
86Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, h. 196. 





Adapun dalam praktiknya cara menaksir yang dilakukan oleh murtahin 
dijelaskan oleh Bapak Arifuddin sebagai berikut: 
Hasilnya itu petani harus dikalikan dengan hasil perbulannya, baru bisa kita 
berapa bisa digadaikan. Kalau tadinya hasil perbulannya dari tanah sekitar 
Rp.2000.000 berarti kemampuan bisa gadai, ehh… ini maksimal kita bisa 
ambil gadai ini dengan hasil tertentu, Rp. 2000.000 perbulannya kita bisa 
ambil gadai Rp. 10.000.000.88 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat menentukan 
besarnya nominal uang yang dapat dipinjamkan maka besarnya penghasilan dari 
kebun kelapa sawit milik penggadai dalam perbulannya dikalikan dengan waktu yang 
digunakan untuk melunasi dan nominal uang yang dipinjamnya dibawah dari nominal 
pengkalian penghasilan kebun tersebut. Seperti contoh yang disebutkan ketika rata-
rata pendapatan dalam perbulan Rp.2000.000 dan batasan waktu peminjaman selama 
6 bulan maka Rp.2000.000 tersebut dikali dengan waktu 6 bulan diketahui hasilnya 
Rp. 12.000.000, maka jumlah uang yang dapat dipinjamkan sebanyak Rp.10.000.000. 
sehingga barang yang digadaikan bernilai diatas uang yang akan dipinjamkan. 
 Uang yang dipinjam oleh rahin merupakan suatu kewajiban yang harus 
dibayarkan oleh rahin. Karena selama akad gadai masih berlaku maka barang yang 
dijadikan  sebagai jaminan memang masih sah menjadi hak milik rahin hanya saja 
rahin tidak dapat mengelola atau mengambil manfaat barang tersebut karena barang 
itu tertahan di murtahin, dan  barang akan kembali ketika rahin dapat membayarkan 
sejumlah uang yang dipinjam.  
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c. Segi Pengembalian Pinjaman 
Ada tiga cara pengembalian uang pinjaman oleh rahin yang diberikan oleh 
murtahin yakni diangsur setiap bulannya atau dibayar sekaligus ketika rahin telah 
memiliki uang dan dibayarkan pada saat jatuh tempo semua tergantung dari 
kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Namun ketika terjadi suatu 
masalah seperti jatuh temponya pembayaran tetapi rahin tidak dapat mengembalikan 
uang yang dipinjam maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan yakni dengan cara 
murtahin memberikan kelonggaran waktu pembayaran kepada rahin.   
Adapun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, 
maka dari itu murtahin membatasi orang-orang yang boleh menggadai padanya. Cara 
membatasinya yakni dengan memilih orang yang hanya dalam satu ruang lingkup 
saja yakni dalam satu desa saja dan tidak menerima gadai dari masyarakat desa 
lainnya. Hal ini dijelaskan oleh bapak Arifuuddin (murtahin) sebagai berikut: 
Sepanjang bukan satu daerah kita kasih itu, banyak efek sampingnya kalau 
bukan. Kalau kita disini ada istilahnya kekeluargaan, kalau di kampung ta 
sendiri kekeluargaan, kalau dari luar itu harus ada pegangan hukum.89 
Wawancara tersebut menjelaskan bahwa ketika menerima gadai dari luar desa 
tempat murtahin bermukim maka ditakutkannya banyak hal-hal yang buruk terjadi 
karena murtahin tidak mengenali secara penuh rahin, bisa saja menerima gadai dari 
masyarakat luar desa hanya saja harus ada pegangan hukum, yakni perjanjian tertulis 
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antara kedua belah pihak yang apabila terjadi sengketa atau masalah dapat dibawa 
kepada pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan sengketa. 
d. Segi Penetapan yang Berhak Memanfaatkan Barang Gadai 
Perbincangan peneliti dengan beberapa narasumber yang berbeda, mereka 
mengutarakan hal mengenai pemanfaatan barang gadai itu adalah kesepakatan antara 
kedua belah pihak yang melakukan akad gadai, bisa saja rahin (penggadai) atau 
pemilik kebun yang mengelola dan mengambil manfaat atas barang gadai tersebut 
dan bisa pula murtahin yang mengelola dan mengambil manfaat atas kebun yang 
dijadikan sebagai barang jaminan. Hal itu disebutkan oleh bapak Rustino selaku 
masyarakat umum sebagai berikut:   
Kalau itu tergantung dari penjanjian, tetapi yang sudah saya ketahui yang 
sudah berlaku selama ini mungkin itu kebun yang digadaikan, ee… pasti 
dikelola sama yang punya, ya penggadai hanya menerima angsuran saja.90 
Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai 
tergantung dari kesepakatan, dan menurut bapak Rustino ini sangatlah jelas bahwa 
pemanfaatan oleh rahin itu adalah suatu kemungkinan terjadi apabila disepakati oleh 
kedua belah pihak.  
Adapun menurut Imam Syafi’i rahin (penggadai) boleh memanfaatkan barang 
gadaian tanpa seizin murtahin (penerima gadai). Pendapat ini didasarkan pada hadis 
nabi Muhammad saw: 
 ُهُمْرُغ ِهْيَلَع َو ُهَمْنُغ ُهَل ُهَنْهَر ىِذ لا ِهِبِحاَص ْنِم ُنْهَرلا ُقَلْغَي َلا91. 
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Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. 
Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (Hadis Riwayat al-
Syafi’yah, al-Daruquthni dan Ibnu Majah) 
Berdasarkan hasil wawancara dan pendapat imam syafi’I yang berpedoman 
pada hadis nabi dapat diketahui bahwa apabila memang terjadi pemanfaatan barang 
gadai oleh rahin maka hal itu diperbolehkan dengan izin ataupun tanpa izin dari 
murtahin. 
Adapun menurut Bapak Arifuddin selaku murtahin ia mengatakan: 
Adanya persetujuan bagi hasil antara petani pedagang karena tidak mutlak 
juga petani pedagang ini langsung terjun ke lapangan. Ya bagi lima, bagi 
empat kita yang tiga begitu.92 
Maksud dari pernyataan ini adalah bisa saja rahin yang mengelola kebun 
kelapa sawit tersebut hanya saja hasil dari kelapa sawit dibagi antara kedua belah 
pihak, adapun nisbahnya sesuai dengan kesepakatan, bisa saja bagi empat, murtahin 
mendapatkan 3 bagian dan rahin mendapatkan satu bagian. 
Adapun hal berbeda yang dikatakan oleh Ibu Darmawati: 
Tegantung dari kesepakatan bisa saja kita sendiri yang kerja toh, tapi hasil 
kerjanya kita digaji sama yang menggadai kebunnya.93 
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Wawancara tersebut menjelaskan bahwa bisa saja murtahin yang mengelola 
barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit dan dari hasil kerjanya mengelola 
kebun kelapa sawit tersebut ia diberi upah oleh rahin. 
Semua hal yang dikatakan oleh murtahin dan masyarakat umum yang telah 
diwawancarai adalah sebuah konsep gadai yang ditawarkan dan hal itu bisa saja 
terjadi bisa juga tidak. Adapun yang benar-benar terjadi dalam praktik yang dialami 
oleh Bapak Suherno selaku rahin adalah pemanfaatan barang gadai baik kitu 
pengelolaannya ataupun hasil panen dari kebun kelapa sawit yang ia gadaikan kepada 
salah satu murtahin di Karossa adalah sepenuhnya menjadi hak  murtahin. Hal ini 
dijelaskan dalam wawancara bersama peneliti: 
Yang mengambil hasilnya yang punya uang, harus diambil dikelola sama 
penerima gadai, karena mereka mau mengambil hasilnya supaya uangnya 
berkembang juga ibaratnya. Ya mencari keuntungan sambil istilahnya ya 
membantu meringankan beban yang apa, yang merasa perlu uang atau perlu 
pinjaman.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
e. Segi ikrar Perjanjian 
Setelah didapatkan nominal uang yang dapat dipinjam, diketahui sistem 
pengembalian uang dan yang berhak dalam memanfaatkan barang gadai dan hal itu 
disetujui oleh kedua belah pihak maka terjadilah ikrar perjanjian dari kedua belah 
pihak, Hal ini biasa di sebut dengan istilah ijab dan qabul. Pada umumnya 
pengikraran akad yang terjadi pada masyarakat karossa yakni dengan secara lisan 
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meminjam uang dan menyerahkan barang yang dijaminkan tanpa adanya surat bukti 
serah terima. Hal ini dikatakan oleh Bapak Suherno: 
Cuman persetujuan secara lisan saja karena saling percaya gitu.95  
Wawancara tesebut menjelaskan ijab kabul antara  rahin dan murtahin terucap 
secara lisan tanpa harus dituliskan dalam kertas alasannya karena kedua belah pihak 
telah sama-sama percaya. Adapun mengenai penulisan atas transaksi utang tertuang 
dalam surah al-Baqarah (2): 283 sebagai berikut: 
                               
                                      
              
Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 Ayat ini menjelaskan jika terjadinya utang piutang ditengah perjalanan dan 
tidak ada penulis, maka hendaknya dilakukan dengan memegangkan tanggunan 
(jaminan). Boleh tanpa tanggungan, tetapi Allah mengingatkan supaya yang berutang 
membayar tepat pada waktunya dan hendaknya ia takut kepada ancaman Tuhan atas 
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orang yang berlaku khianat. Ibnu Abbas berkata: Mungkin ada penulis tetapi tidak 
ada alat tuliasnya, maka hukumnya sama saja.96 
Berdasarkan penafsiran ayat tadi dapat diketahui bahwa ketika barang jaminan 
diberikan ketika tidak adanya penulis atau tidak adanya alas tulis yang dapat 
digunakan untuk mencatat utang piutang yang dilakukan, dan ketika saling 
mempercayai maka tidak perlu adanya barang gadai. Jika diselerasakan dengan hasil 
wawancara dengan informan maka ikrar gadai yang terjadi antara rahin dan murtahin 
dengan cara pengucapan secara lisan tanpa adanya bukti tulisan merupakan hal yang 
dapat dibenarkan karena gadai adalah jaminan ketika melakukan utang piutang dan 
tidak menemukan penulis. 
Namun untuk menghindari hal-hal buruk yang dimungkinkan akan terjadi 
dikemudian hari, maka ijab qabul gadai yang diucapkan secara lisan itu ditulisakan 
dalam nota penerimaan sebagai surat bukti serah terima uang pinjaman. Adapun 
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Surat Bukti serah terima gadai 
Pembuatan surat bukti yang dilakukan adalah sebuah tambahan dalam 
transaksi gadai yang bertujuan agar dimasa mendatang tidak terjadi hal yang tidak 
dinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak yang menggadai. Berdasarkan 
hukum ekonomi Islam hal seperti itu boleh dilakukan, kaidah ushul fiqih yang 
menjelaskan hal ini yakni: 
 لحلا تلاماعملا يف طورشلا يف لصلأا 
“Hukum dasar syarat-syarat dalam mu’amalah adalah halal”97 
 
Maksud dari kaidah ushul fiqih tersebut adalah umat islam dibebaskan untuk 
mengembangkan model mu’amalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi 
kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan 
 





sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan 
transaksi. 
Menurut penjelasan yang telah dipaparkan maka penulisan transaksi gadai 
benar-benar boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari ketetapan hukum dan 
prinsip mu’amalah.  
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai 
oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 
Praktik pemanfaatan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan (barang 
gadai) yang berupa kebun kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Karossa Kabupaten 
Mamuju Tengah adalah sepenuhnya menjadi hak dari murtahin baik hak pengelolaan 
atas barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit ataupun seluruh jumlah 
penghasilan dari kebun kelapa sawit itu. Hal itu sesuai dengan yang dialami oleh 
Bapak Suherno yang merupakan salah satu rahin. 
Yang mengambil hasilnya yang punya uang, harus diambil dikelola sama 
penerima gadai, karena mereka mau mengambil hasilnya supaya uangnya 
berkembang juga ibaratnya. Ya mencari keuntungan sambil istilahnya ya 
membantu meringankan beban yang apa, yang merasa perlu uang atau perlu 
pinjaman.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Hal sama diungkapkan oleh Bapak Arifuddin selaku murtahin yang menerima 
barang gadai milik Bapak Suherno sebagai berikut: 
 Itu sawitkan tidak semuanya harga itu turun naik, pupuknya juga  termasuk 
pengelolaan, makanya itu harus standar diatas memang gadai, istilahnya 
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gadai, supaya penggadaian itu kita gadai tanahnya orang supaya bisa kita 
tutupi di Bank, Karena kita disini kita pedagang butuh di BRI itu.99  
Wawancara tersebut menjelaskan pemanfaatan barang gadai sepenuhnya menjadi hak 
dari murtahin karena ada dua alasan yakni pertama: murtahin berniat menolong rahin 
yang dalam keadaan kesusahan, kedua: murtahin  juga ingin memperoleh keuntungan 
dan tak ingin dirugikan dengan pengendapan uang miliknya yang dipinjamkan secara 
cuma-cuma karena uang yang digunakan untuk meminjamkan kepada rahin juga 
termasuk kedalam pinjaman murtahin ke suatu lembaga keuangan yang menjadi 
kewajibannya untuk mengangsurnya. 
Pada dasarnya pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (penerima gadai) 
tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad saw. hanya saja hal itu dikecualikan 
dengan jenis barang yang digadaikan jika barang yang digadaikan itu merupakan 
barang yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan maka murtahin 
diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Adapun 
beberapa hadis yang menerangkan pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh 
murtahin adalah sebagai berikut:  
 ُهُمْرُغ ِهْيَلَع َو ُهَمْنُغ ُهَل ُهَنْهَر ىِذ لا ِهِبِحاَص ْنِم ُنْهَرلا ُقَلْغَي َلا. 
Artinya: 
Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. 
Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (Hadis Riwayat al-
Syafi’yah, al-Daruquthni dan Ibnu Majah). 
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Imam Syafi’i yang menjelaskan bahwa rahin (penggadai) boleh 
memanfaatkan barang gadai tanpa seizin murtahin (penerima gadai), penerima gadai 
tidak diperboleh memanfaatkan barang gadaian apabila pihak penerima gadai 
mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan. 
Adapun Hadis yang menerangkan pembolehan pemanfaatan barang yang 
membutuhkan perawatan dan pemeliharaan adalah sebagai berikut: 
 َع َو ًانُْوهْرَم َناَك َاذِإ ِهِتََقَفِنب ُبَرُْشي ِ رَّدلا َُنَبلَو ًانْوُهْرَم َناَك َاذِإ ِهَِتَقَفنِب ُبَكُْري ُنْه َّرلا َىل
 .ُةََقفَّنلا ُبَرْشَيَو ُبَكَْري ىِذ لا 
Artinya:  
Rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Susu 
hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Bagi 
yang menungganginya wajib dan meminum susunya wajib memberi nafkah. 
Ulama Hanbaliyah menjelaskan apabila barang yang gadaian membutuhkan 
perawatan dan pemeliharaan seperti binatang ternak, maka pihak penerima gadai 
boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar 
mengganti pemeliharaannya meskipun tidak diizinkan penggadai. 
 Adapun kebun kelapa sawit merupakan suatu barang yang memerlukan 
pengelolaan dan perawatan. Pohon kelapa sawit tidak akan berbuah semestinya tanpa 
ada perawatan dari petani, perawatannya diantaranya adalah pemupukan, 
pemangkasan pelepah pohon dan juga pembersihan gulma. Maka dapat diketahui 
bahwa pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dibelohkan karena termasuk barang 





gadai tersebut murtahin tidak diperbolehkan mengambil manfaat lebih dari pengganti 
biaya perawatan barang gadai.  
 Pada dasarnya hukum pemberian pinjaman adalah sunnah karena 
mengandung suatu nilai kebajikan yakni tolong menolong orang yang sedang 
mengalami kesulitan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Sesuai dengan penggalan 
firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah (5): 2 
……                             
       
Terjemahnya: 
… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.100 
Namun, ketika pemberian pinjaman tersebut mendatangkan sejumlah 
keuntungan maka tidak diperbolehkan. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW, yang 
menjelaskan tentang pengambilan keuntungan dari sebuah pinjaman, yakni: 
َابِر َوُهَف ًاعَْفن َّرَج ِضَْرق ُّلُك 
Artinya: 
Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat kepada kreditor itu 
termasuk riba. 
 






 Berdasarkan keterangan hadis tersebut, ketika memberikan pinjaman kepada 
orang lain disunnahkan untuk pembayarannya atau membayar dengan lebih baik. 
Akan tetapi, apabila orang yang memberi pinjaman itu sengaja mengambil manfaat 
dari utang itu atau mensyaratkan pembayaran lebih maka kelebihan itu menjadi riba. 
Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara 
zalim dan dilarang oleh Allah. Landasan tentang pelarangan riba tertuang dalam al-
Qur’an surah ar-Rum (30): 39 
                                   
                  
Terjemahnya: 
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan 
Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat 
gandakan (pahalanya).101 
Ayat ini menjelaskan tentang penolakan anggapan pinjaman dengan adanya 
riba pada zhohirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu 
perbuatan mendekatkan diri kepada Allah SWT.  
Adapun ayat lain yang menerangkan tentang pelarangan riba yakni dalam 
surah ali-Imran (3): 130 
 






                            
    
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan. 
 
 Adapun untuk lebih jelasnya mengetahui keuntungan atau nilai tambah yang 
didapatkan oleh murtahin selama jangka waktu gadai yang terjadi di kecamatan 
Karossa Kabupaten Mamuju Tengah akan dituangkan dalam sebuah narasi alur 
peminjaman dan dihitung dengan detail oleh penulis dengan menggunakan rumus 




Pada tahun 2016 Bapak Suherno meminjam uang dengan salah satu tetangganya yang 
berprofesi sebagai pedagang yang menurutnya saat itu dapat menolongnya dengan 
cara menawarkan sebidang lahan miliknya perorang (tanpa melibatkan kelompok 
tani) dengan luas mencapai 500m2 yang berisi pohon kelapa sawit 69 pohon telah 
menghasilkan ± 700 kg dalam sekali panennya sebagai barang jaminan atas uang 
yang ingin dipinjam. 






Uang yang dapat bapak Suherno pinjam paada saat itu sebesar Rp. 10.000.000 
dengan hak pengelolaan sepenuhnya menjadi hak murtahin dan hasil dari kebun 
kelapa sawit menjadi hak murtahin juga, dalam waktu satu bulan beliau telah 
mengembalikan uang tersebut kepada murtahin dengan jumlah yang sama saat 
peminjaman. Maka peneliti dapat menghitungnya dengan jangka waktu sebulan yakni 
3 kali masa panen. Sekali panen kebun dapat menghasilkan ± 700 kg, dengan harga 
sawit pada tahun 2016 Rp. 800/kg nya yang diberikan oleh tengkulak, dan biaya 
panen sebanyak Rp. 200/kg. Maka cara yang digunakan untuk menghitung berapa 
banyak yang didapatkan oleh murtahin selama 1 kali masa panen dan selama masa 
satu bulan peminjaman adalah sebagai berikut: 
Hasil Bruto  =  Jumlah buah kelapa sawit X harga/kg 
   = 700 Kg X Rp. 800 
   = Rp. 560.000 
Biaya Pengelolaannya 
Biaya Panen   = 700 kg X Rp. 200 
   = 140.000  
Maka hasil netto yang di dapatkan oleh murtahin selama satu kali masa pemanenan 
adalah 
Hasil Netto  = Hasil Brurto – Biaya pengelolaan  
   = Rp. 560.000 – Rp. 140.000 





Selisih yang bernilai Rp. 420.000 inilah yang menjadi keuntungan untuk pihak 
murtahin.  
Dalam waktu satu bulan masa penggadaian, kebun kelapa sawit dipanen sebanyak 3 
kali maka diketahui hasil yang didapatkan oleh murtahin adalah  
Keuntungan/bulan = Rp. 420.000 X 3 kali Panen 
   = Rp. 1.260.000 
Maka pada masa pengembalian besarnya uang yang diterima oleh pihak murtahin 
adalah sebagai berikut: 
Jumlah pengembalian  yang   = Rp. 10.000.000 + Rp. 1.260.000 
di terima murtahin    
= Rp. 11.260.000 
Presentasi keuntungan  = 
ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 X 100%  
     = 
1.260.000
10.000.000
 X 100% 
= 12,6 % 
Prosentase keuntungan yang diperoleh oleh murtahin dalam satu bulan masa 
penggadaian adalah sebedar 12,6 % terhadap jumlah utang yang diberikan murtahin 
kepada rahin.  
Kasus kedua, yakni terjadi pada Saudara Muhammad Mujaki yang 
membutuhkan uang sejumlah Rp.20.000.000 untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 
keluargannya, melalui seorang perantara bernama Dian Resdiana yang merupakan 
masyarakat Karossa juga, ia meminjam dengan menjaminkan kebun kelapa sawit 





mencapai ± 600 kg dalam satu kali panennya. Transaksi gadai tesebut terjadi atas 
persetujuan orang tuanya atas nama Tarmini. 
Akad gadai yang terjadi dalam waktu 2 tahun (24 bulan) perjanjian namun 
saudara Muhammad Mujaki mampu membayarkan dalam jangka waktu 1 tahun maka 
dalam jangka waktu itu terdapat 2 kali pemangkasan dan 3 kali pemupukan. Adapun 
rinciannya sebagai berikut: Hasil kelapa sawit dalam satu kali panen ditaksir 
mencapai ±600 kg dan kita hitung dengan paling rendahnya harga yang diberikan 
perusahaan kepada petani 1000/kg, harga pupuk Rp. 140.000/karung, biaya 
pemangkasan mencapai 4000/pohon dan biaya pemanenan Rp.200/kg dan ongkos 
mobil 150.000/1000 kg atau Rp. 150/kg. untuk mencari keuntungan dari pemanfaatan 
barang gadai oleh murtahin selama masa penggadaian barang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
Hasil bruto   =  Jumlah buah kelapa sawit X harga/kg 
    = 600 Kg X Rp. 1000 
    = Rp. 600.000 
Biaya Pengelolaannya 
• Biaya panen   = 600 kg X Rp. 200 
    = Rp. 120.000  
• Ongkos Mobil  = 600 kg X Rp. 150 
= Rp. 90.000 





    = Rp. 210.000 
Maka hasil netto yang di dapatkan oleh murtahin selama satu kali masa pemanenan 
yakni: 
Hasil Netto/panen = Hasil Brurto – Total Biaya pengelolaaan  
   = Rp. 600.000 – Rp. 210.000 
   = Rp. 390.000 
Selisih yang bernilai Rp. 390.000 inilah yang menjadi keuntungan untuk pihak 
murtahin dalam kurun waktu satu kali panen.  
Dalam waktu satu bulan penggadaian, kebun kelapa sawit di panen sebanyak 3 kali 
maka diketahui hasil yang didapatkan oleh murtahin adalah  
Keuntungan/bulan = Rp. 390.000 X 3 kali Panen 
   = Rp. 1.170.000 
Adapun dalam masa 6 bulan terdapat beberapa biaya perawatan yang wajib 
dikeluarkan diantaranya adalah sebagai berikut: 
Keuntungan 6 bulan  = Rp. 1.170.000 X 6 bulan 
Diluar biaya perawatan 
    =  Rp.7.020.000 
Biaya perawatan 
• Pupuk   =  4 karung X 140.000 
    = Rp. 560.000 
• Pemangkasan  = 69 pohon X Rp.4000 





Total Biaya perawatan = Rp. 560.000 + Rp. 276.000 
    =  Rp. 836.000  
Keuntungan Netto/6 bulan = Rp.7.020.000 - Rp. 836.000 
    = Rp. 6.184.000 
Jika penggadaian terjadi dalam masa dua tahun dan perawatan mencapai 4 kali maka 
hasil keuntungan yang didapatkan adalah 
Keuntungan/ 1 tahun  = Rp. 6.184.000 X 2 
    = Rp. 12.368.000 
Maka pada masa pengembalian besarnya uang yang diterima oleh pihak murtahin 
adalah sebagai berikut: 
Jumlah pengembalian yang = Rp. 20.000.000 + Rp. 12.368.000 
diterima murtahin  
    = Rp. 22.368.000 
Presentasi keuntungan = 
ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 X 100%  
    = 
Rp.12.368.000
𝑅𝑝.20.000.000
 X 100% 
  = 61,84% 
Prosentase keuntungan yang diperoleh oleh murtahin dalam satu tahun masa 
penggadaian mencapai 61,84% terhadap jumlah utang yang diberikan murtahin 
kepada rahin. 
Berdasarkan materi tentang pemanfaatan barang gadai yang dikemukakan 
oleh beberapa ulama menerangkan barang gadai yang memerlukan perawatan dapat 





perawatannya saja. Adapun dalam praktiknya pemanfaatan barang gadai yang 
dilakukan oleh murtahin melebihi dari pengganti biaya perawatan dan mendapatkan 
keuntungan sebesar 12,6% - 61,84 sedangkan dasar dari pemberian pinjaman adalah 
untuk menolong sesama dan tidak boleh dengan sengaja untuk mencari keuntungan 
dan itu termasuk kedalam riba dan merugikan salah satu pihak. adanya keuntungan 
yang didapatkan oleh murtahin melalui pemanfaatan barang gadai dari jumlah utang 
yang diberikan oleh murtahin kepada rahin  atau biasa disebut dengan istilah nilai 
tambah, maka dengan jelas nilai tambah ini merupakan riba, dan riba adalah hal yang 












Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketetapan hukum ekonomi Islam 
terhadap tindakan murtahin dalam memanfaatkan barang gadai di Kecamatan Karossa 
kabupaten Mamuju tengah. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Tindakan Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dalam segi hak 
pengelolaan yang sepenuhnya merupakan hak murtahin adalah boleh dalam ekonomi 
Islam karena barang yang dijadikan sebagai barang gadai adalah kebun kelapa sawit 
yang merupakan barang yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan. Namun 
pengambilan manfaat tidak boleh melebihi biaya perawatan dan pemeliharaannya. 
Adapun tindakan Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin  yang melebihi dari biaya 
perawatan yakni adanya keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh murtahin 
adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk kedalam riba dan 
mendzalimi pihak rahin. 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran atau 
rekomendasi yang akan ditulisakan oleh peneliti melalui tulisan ini. Diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
Pertama, untuk peneliti berikutnya yang berniat untuk melakukan penelitian 
dengan tema yang sama, sesungguhnya hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. 





lanjut dan dapat menganilisis hal-hal yang menjadi hasil penelitian ini lebih 
terperinci.  Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan mendatangkan 
insipirasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.   
Kedua, untuk kedua pihak yang melakukan akad gadai terkusus kepada pihak 
murtahin agar lebih berhati-hati dalam melakukan penerimaan (pemanfaatan) barang 
gadai, niatan utama meminjamkan uang untuk menolong pihak yang membutuhkan 
bernilai kebaikan. Namun, ketika memanfaatkan barang gadai lebih dari sekedar 
mengganti biaya pengelolaaan atau perawatannya maka hal itu tidak dibenarkan dan 
termasuk riba, riba adalah sesuatu yang sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. 
Adapun untuk rahin, harus dapat mengerti dan selektif memilih untuk menggadaikan 
barang kepada orang yang memang benar-benar mengerti hal-hal yang berkaitan 
dengan gadai dan pemanfaatan barang gadai, karena jika tidak selektif secara tidak 
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I. Untuk Penggadai (Rahin) 
1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan gadai? 
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang gadai? 
3. Siapa yang melakukan akad gadai? 
4. Apa barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam menggadaikan? 
5. Bagaimana cara bapak/ibu menawarkan kebun kelapa sawit yang digadaikan? 
6. Sejak kapan bapak/ibu melakukan gadai? 
7. Apakah yang menjadikan dorongan bapak/ibu untuk menggadaikan kebun 
kelapa sawit? 
8. Siapa yang berhak mengelola barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit 
itu? 
9. Bagaimana cara bapak/ibu mengembalikan pinjaman? 
10. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan 
kebun kelapa sawit? 
11. Pada saat pengembalian pinjaman, apakah jumlah pinjaman dikurangi dengan 
jumlah pendapatan dari pemanfaatan barang gadai? 
12. Dalam pelaksanaan akad gadai apakah bapak ibu mendatangkan masyarakat 
sebagai saksinya dan apakah ada surat tertulis sebagai tanda bukti bahwa 





13. Selama bapak/ibu melakukan akad gadai, Apakah pernah terjadi perselisihan 
bapak/ibu dengan penerima gadai?   
II. Untuk Penerima Gadai (Murtahin) 
1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan akad gadai? 
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang gadai? 
3. Siapa yang melakukan akad gadai? 
4. Apa barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam akad gadai? 
5. Bagaimana cara penggadai menawarkan kebun kelapa sawit yang digadaikan? 
6. Sejak kapan penerima gadai menerima barang gadai? 
7. Siapa yang berhak mengelola barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit 
itu? 
8. Bagaimana jika peminjam uang hanya menggadaikan berupa sertifikat 
tanahnya saja, apakah bapak ibu akan tetap memberikan pinjaman? 
9. Apakah bapak/ibu  menentukan batasan waktu dalam menggadaikan kebun 
kelapa sawit? 
10. Pada saat pengembalian pinjaman, apakah jumlah pinjaman dikurangi dengan 
jumlah pendapatan dari pemanfaatan barang gadai? 
11. Ketika terjadi pelaksanaan akad gadai, apakah bapak/ibu mendatangkan 
masyarakat sebagai saksinya dan apakah ada surat tertulis sebagai tanda bukti 
bahwa bapak/ibu melakukan akad gadai? 
12. Selama bapak/ibu melakukan akad gadai, Apakah pernah terjadi perselisihan 





13. Apakah sistem gadai yang dilakukan mendatangkan keuntungan?  
 
III. Untuk Pihak Masyarakat Umum 
1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang gadai?  
2. Bagaimana praktik gadai yang terjadi di karossa?  
3. Bagaimana keadaan ekonomi pihak yang melakukan gadai baik dari 
penggadai atau penerima gadai? 
4. Apakah yang menjadi faktor pendorong dalam melakukan akad gadai? 
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang akad gadai yang terjadi di Karossa?  
6. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai ketika penggadai tidak dapat 
mengembalikan pinjamannya setelah jatuh tempo pinjaman?  
7. Bagaimana kedudukan barang gadai? Apa hak yang dimiliki oleh penggadai 
dan penerima gadai? 
8. Apakah dalam pelaksanaan gadai ada masyarakat yang diundang sebagai saksi 
dan menggunakan surat perjanjian?  
9. Apakah ada istilah khusus mengenai gadai kebun kelapa sawit di Karossa? 
Sejak kapan praktik gadai kelapa sawit terjadi di Karossa? 






No Nama Informan Pekerjaan Bertindak Sebagai 
1 Arifuddin Petani + Pedagang Murtahin 
2 Wahyu Agung Setiawan Petani  Masyarakat Umum 
3 Darmawati IRT Masyarakat Umum 
4 Muhammad Mujaki Petani Rahin 
5 Rustino Petani Masyarakat Umum 
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